
TEMANGGUNG (KR) - Manager Senior

PT Djarum Iskandar mengungkapkan,

penyebab lesunya aktivitas pembelian tem-

bakau rajangan kering di gudang perwakil-

an karena sistem pembelian di perusahaan

mengalami masalah sejak 23 Agustus 2021,

namun kini permasalahan tersebut sudah

berhasil diperbaiki. 

"Jadi ada trobel di sistem pembelian,

tetapi kini sudah baik kembali," kata

Iskandar usai bertemu dengan Bupati

Temanggung Al Khadziq di Kantor Pemkab

Temanggung, Rabu (1/9).

Iskandar menjelaskan, dari sebanyak 11

trader atau yang dipercaya perusahaan un-

tuk membeli tembakau rakyat, hanya tiga

trader yang pembeliannya masih lesu atau

belum cepat pembeliannya. "Perusahaan ju-

ga melakukan inspeksi untuk memantau

pembelian tembakau di lapangan," kata

Iskandar.

Menurut Iskandar, harga pembelian tem-

bakau oleh PT Djarum menyesuaikan kuali-

tas. Sementara kualitas tembakau tergan-

tung cuaca. Jika cuaca mendukung, maka

kualitas akan mengikuti, demikian pula de-

ngan harganya.

"Panen tembakau sudah mencapai 70

persen, tetapi yang sudah jadi tembakau ra-

jangan kering sekitar 15 persen," ujarnya

sembari mengatakan, pada tahun 2021 tar-

get pembelian tembakau dari Temanggung

sebanyak 4.000 ton.

Sedangkan Bupati Temanggung Al

Khadziq mengatakan, PT Djarum segera

mempercepat pembelian tembakau Te-

manggung dengan harga sesuai kualitas

dan menguntungkan. "Diharapkan petani,

pedagang dan perusahaan tidak saling me-

nunggu dan menahan. Pembelian segera di-

lakukan dengan harga yang menguntung-

kan dan kualitas sesuai," katanya.    (Osy)-d

ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN  7

KAMIS LEGI, 2 SEPTEMBER 2021

(24 SURA 1955)

DIY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

kewenangannya maupun

dalam bentuk program-pro-

gram kerja.

Beberapa inovasi dari be-

berapa daerah yang dapat

direplikasi seperti dari

Kabupaten Kudus yang su-

dah berhasil menekan

angka kasus Covid-19 de-

ngan mewajibkan isolasi ter-

pusat (Isoter) ketika kasus

aktif sedang pada pun-

caknya. Inovasi lainnya

yakni aksi tanggap Pemda

Kalimantan Selatan yang

membantu membeli hasil

panen petani untuk kemudi-

an disumbangkan kepada

masyarakat yang sedang

isolasi mandiri (Isoman).

Kemudian, di Kota Palu

terdapat Kampung Tangguh

dengan Posko PPKM dan

Posko Induk Kelompok

Informasi Masyarakat yang

didukung Duta Covid-19 un-

tuk mengedukasi masyara-

kat agar taat protokol kese-

hatan, juga menjelaskan

perihal vaksinasi, dan men-

dukung percepatan pelak-

sanaan 3T. Kampung

Tangguh ini juga menyedi-

akan fasilitas check point un-

tuk pemeriksaan keluar-ma-

suk warga, penyediaan ru-

ang isolasi, serta menyedi-

akan kebutuhan pangan un-

tuk warga terpapar Covid-

19.

Kota Semarang juga ikut

berinovasi dengan membe-

baskan PBB untuk mem-

bantu meringankan biaya

pengusaha dan warga. De-

mikian juga Kota Makassar

yang mencetuskan Program

Makassar Recover untuk

membangkitkan kembali

kondisi masyarakat dari sisi

kesehatan dan ekonomi di

tengah pandemi ini.

Selain menganjurkan

pelaksanaan inovasi kepada

Pemda, target program

vaksinasi juga harus dicapai,

supaya kita dapat memper-

siapkan diri hidup bersama

dengan Covid-19 dan meng-

ubah pandemi menjadi en-

demi. Total vaksinasi yang

diberikan hingga akhir

Agustus ini sudah menem-

bus angka lebih dari 100 juta

dosis, dan secara global

menempatkan Indonesia pa-

da urutan ke-7 untuk jumlah

suntikan yang telah dibe-

rikan.

"Strategi percepatan

vaksinasi di daerah salah

satunya dilakukan dengan

menyediakan dashboard un-

tuk memonitor stok vaksin

secara real time di daerah.

Khusus untuk daerah

aglomerasi di mana terdapat

aktivitas ekonomi dan mobili-

tas yang tinggi, Pemerintah

memberi alokasi tambahan

dan peningkatan dukungan

tenaga vaksinator dari

TNI/Polri dan lembaga lain-

nya," tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam webinar

ini Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan, Walikota

Makassar Moh Ramdan

Pomanto, Bupati Batanghari

M Fadhil Arief, dan Staf

Khusus Wapres Ahmad

Erani Yustika.                (Fie)-f
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Pada kesempatan sama, Anindito juga

menyebutkan, perubahan tersebut berda-

sarkan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(KemPANRB) merekomendasikan agar

struktur organisasi yang baik harus bersi-

fat adaptif dengan dinamika perubahan

lingkungan internal dan eksternal. Selain

itu, berdasarkan amanat Presiden yang

mendorong terwujudnya organisasi ke-

menterian negara yang tepat fungsi, tepat

ukuran dan tepat proses untuk men-

dukung efektivitas penyelenggaraan pe-

merintahan.

Selanjutnya, sesuai UU No39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara dan

UU No 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, norma, standar,

prosedur dan kriteria (NSPK) merupakan

bagian dari tugas dan fungsi kementeri-

an. 

Dalam hal ini, standar nasional pen-

didikan merupakan bagian dari NSPK

yang perumusannya menjadi tugas dan

fungsi Kemdikbudristek.

Anindito menambahkan, pada Pasal 29

Perpres No 62 Tahun 2021 tentang

Kemdikbudristek menyebutkan, Badan

Standar, Kurikulum dan Asesmen

Pendidikan bertugas menyelenggarakan

penyusunan standar, kurikulum dan ases-

men pendidikan serta pengelolaan sistem

perbukuan.

Pasal 35 UU No 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (UU

Sisdiknas) mengatur, pemantauan dan

pelaporan pencapaian standar nasional

pendidikan secara nasional dilaksanakan

oleh suatu badan standardisasi, penjami-

nan dan pengendalian mutu pendidikan.

Dikatakannya, penjelasan Pasal 35

menyebutkan, badan tersebut bersifat

mandiri. Selaras dengan penataan tugas

dan fungsi Kemdikbudristek, badan seba-

gaimana dimaksud pada UU Sisdiknas

tersebut adalah badan akreditasi.    (Ati)-f
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(Inmendagri) No 35 tahun 2021 Senin

(23/8) 

Pelaksanaan PPKM sampai hari ini

mampu menurunkan kasus harian.

Namun secara umum masih belum mam-

pu meredakan kasus covid  di Jawa-Bali.

Belum tuntasnya kasus covid disebabkan

beberapa faktor. Pertama, ini soal ge-

ografis-demografis. Jawa Bali menam-

pung 60% penduduk Indonesia, padahal

luasnya hanya 8% luas Indonesia. Dari

jumlah tersebut, lebih dari 50% bekerja di

sektor informal, dengan kondisi ekonomi

lemah. Sehingga dapat dibayangkan be-

tapa tinggi mobilitas mereka. 

Mereka adalah kelompok yang harus

ke luar rumah untuk mencari nafkah, dan

karenanya dapat dipahami jika mereka

harus nekad berhadapan dengan aparat

keamanan. Dengan dijamin kehidupan-

nya selama PPKM saja, mereka akan be-

ralasan takut kehilangan pelanggan jika ti-

dak berdagang. Apalagi jika jaminan

sosial tidak ada atau tidak merata.

�Wajar� jika masyarakat takut melapor

atau melakukan tes jika badannya mulai

tidak enak. Karena berarti mereka akan

isoman 14 hari, dan ini berarti tidak bisa

bekerja. Dapat dipahami OTG dengan

kondisi seperti ini tetap nekad bekerja tan-

pa diketahui siapapun. Ketaatan untuk

melaksanakan PPKM dan prokes, akan

meredup.

Kondisi ini diperparah disinformasi yang

viral di berbagai media sosial, bahkan di-

sampaikan dokter, tokoh masyarakat,

mantan pejabat dan lainnya. Kondisi ini

bisa diperparah jika ada unsur �dendam�,

karena sebagai pedagang kecil, misal-

nya, merasa diperlakukan tidak adil.

Selalu dioperasi, sementara mal atau

pedagang besar tidak diperlakukan sama. 

Belum efektifnya scara maksimal

pelaksanaan PPKM disebabkan masih

belum tinggi kesadaran masyarakat.

Berapa persen masyarakat terutama

pedagang kecil paham apa itu PPKM?

Mengapa harus ada PPKM ? Bagaimana

mengatasi masalah usahanya jika ada

PPKM ? Bahkan belum tentu para pelak-

sana di lapangan, RT RW, lurah, Satpol

PP, pejabat kecamatan, kabupaten juga

paham tentang ihwal PPKM tersebut.

Tidak kalah pentingnya, kita belum me-

miliki �juru bicara� tentang covid dan kebi-

jakan penanganannya yang kredibel dan

dapat dipercaya masyarakat. Di Negara-

negara maju ada person yang dipercaya,

sehingga informasi tidak berseliweran se-

cara liar. Sebaliknya di Indonesia malah

pernah ada pejabat keseleo lidah.

Padahal setidaknya ada tiga golongan

masyarakat yang tidak percaya covid

atau tidak peduli kebijakan penanganan

covid. Pertama, tidak peduli karena disin-

formasi atau pengetahuannya kurang,

serta karena kebutuhan ekonomi. Artinya

kelompok ini bukan kelompok mem-

bangkang. Kedua, memang keras

kepala, karena �kepercayaan�, �dendam�

ekonomi-politik, hasutan disinformasi.

Ketiga yang paling berbahaya adalah

perbedaan politik dengan pemerintah.

Sehingga kebijakan tentang covid ini di-

jadikan �alat� politik untuk mempengaruhi

masyarakat dan bahkan menyerang pe-

merintah.

Belum optimalnya PPKM adalah belum

seragam seluruh pelaksanaan peraturan.

Yang dipahami secara tuntas oleh masya-

rakat, serta dilaksanakan secara

serentak, konsisten, adil. Demikian juga

penyediaan kompensasi, jalan ke luar ba-

gi yang terdampak PPKM, pengawasan

PPKM yang ketat, pembagian tugas yang

jelas dan terkoordinasi, RT, RW, lurah,

TNI Polri, Satpol PP, puskesmas. 

Mungkin, pemerintah dan masyarakat

DIY bisa melihat, bagaimana kondisi di

dalam.  Sehingga masih tetap di PPKM

Level 4.

(Penulis adalah Guru Besar dan

Anggota Satgas Covid Jawa Tengah)-d

Wajan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Sejumlah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

lebih banyak dibanding yang terkena

tebaran abu vulkanik pada kejadian tang-

gal 28 Agustus 2021 malam lalu.

Kejadian hujan abu pada 28 Agustus

2021 lalu terjadi di wilayah 3 kecamatan,

yaitu Kecamatan Srumbung, Salam dan

Kecamatan Ngluwar di 14 wilayah desa.

Namun untuk hujan abu Rabu siang ke-

marin, tebaran abunya terjadi di bebera-

pa wilayah kecamatan, yaitu Ke-

camatan Dukun, Kecamatan Mungkid,

Kecamatan Sawangan, Kecamatan

Muntilan, Kecamatan Salaman maupun

lainnya. Jumlah wilayah desa di bebera-

pa kecamatan tersebut juga lebih

banyak dibanding kejadian 28 Agustus

2021. Rata-rata hujan abu yang terjadi

tergolong tipis.

Tim BPBD Kabupaten Magelang juga

langsung melakukan patroli ke beberapa

daerah, termasuk di wilayah yang dekat

dengan kawasan Gunung Merapi.

Masker juga disiapkan dalam kegiatan

patroli ini. Salah satu anggota Tim Reaksi

Cepat (TRC) BPBD di wilayah

Kecamatan Sawangan Rianto Purwadi

secara terpisah kepada KR mengatakan

hujan abu yang terjadi di wilayah bebera-

pa desa di Kecamatan Sawangan tergo-

long tipis. Hujan abu berlangsung sekitar

10-15 menit. 

Kepala Balai Penyelidikan dan

Pengembangan Teknologi Kebencanaan

Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida me-

ngatakan, awan panas guguran melun-

cur dari puncak Gunung Merapi, Rabu

(1/9) pada pukul 10.13 WIB. Awan panas

itu tercatat di seismogram dengan ampli-

tudo 42 mm dan durasi 195 detik. Jarak

luncurnya 2.500 meter ke arah barat

daya dengan tinggi kolom 600 meter

arah ke barat.

Selain terjadi awan panas guguran, ju-

ga teramati guguran lava pijar sebanyak

5 kali dengan jarak luncur terjauh 1.500

meter ke arah barat daya (pukul 00.00-

06.00 WIB).

Berdasarkan hasil pengamatan visual

dan instrumental maka disimpulkan bah-

wa aktivitas vulkanik Gunung Merapi

masih cukup tinggi berupa aktivitas erup-

si efusif. Status aktivitas masih dalam

tingkat 'Siaga'.

Potensi bahaya saat ini berupa gugu-

ran lava dan awan panas pada sektor

Tenggara-Barat Daya sejauh maksi-

mal 3 km ke arah Sungai Woro dan se-

jauh 5 km ke arah Sungai Gendol,

Kuning, Boyong, Bedog, Krasak,

Bebeng, dan Putih. Sedangkan lontaran

material vulkanik bila terjadi letusan ek-

splosif dapat menjangkau radius 3 km

dari puncak. (Tha/Dev)-d

pukul 15.00,  dan baru bisa naik

bertepatan dengan azan magrib. 

Lurah Jambidan Banguntapan Bantul,

Zubaidi mengatakan, wajan tembaga

ditemukan ketika alat berat tengah

mengeruk tanah pembangun lapangan

sepakbola. Kemudian pada  kedalaman

empat meter, alat berat menyentuh ben-

da tersebut.  Diperkirakan wajan terse-

but  peninggalan zaman Jepang. 

Temuan wajan di Kalurahan Jam-

bidan  baru pertama kali terjadi. Dengan

penemuan itu, pihaknya memastikan

pembuatan lapangan sepakbola terus

berjalan.  Salah satu warga, Edi  menga-

takan menurut   cerita orangtuanya.

Kawasan lokasi penemuan wajan meru-

pakan tempat penampungan air. Tetapi

area itu terbengkalai, sejak dulu dirinya

tidak mengetahui bentuk wajan yang

kerap diceritakan orang tuanya.  (Roy)-d

PEMBELIAN TEMBAKAU SUDAH MEMBAIK

Djarum Targetkan 4.000 Ton dari TemanggungBahkan wisatawan juga dibantu oleh

oknum warga setempat yang bertugas

menjadi joki," kata Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY,

Noviar Rahmad di Yogyakarta, Rabu

(1/9).

Noviar mengatakan, sebetulnya un-

tuk mengawasi 33 destinasi wisata di

DIY, pihaknya sudah menerjunkan se-

banyak 328 personel. Meski sudah di-

lakukan penyekatan wisatawan

berusaha memanfaatkan jalur tikus,

termasuk memanfaatkan joki.

Biasanya setelah membayar tarif, joki

akan mengantar pelancong ke pantai

melalui jalur alternatif atau jalan-jalan

tikus yang kebetulan tidak dijaga petu-

gas. Keberadaan joki itu diakuinya sulit

diantisipasi karena keberadaannya

sulit dideteksi. Karena saat ini DIY

masih menerapkan PPKM level 4 pi-

haknya meminta kepada masyarakat

maupun pengelola objek wisata untuk

bersabar. Karena pemerintah masih

menerapkan pembatasan aktivitas un-

tuk menekan laju penularan Covid-19.

"Selain beberapa hal di atas, kami ju-

ga berencana meningkatkan intensitas

penyekatan menjadi 24 jam dalam se-

hari. Karena wisatawan kini juga ada

yang datang pada dini hari dan malam

hari demi mengelabui petugas,"

terangnya.

Komentar senada diungkapkan oleh

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K

Baskara Aji. Karena saat ini DIY masih

menerapkan PPKM level 4, Baskara Aji

meminta semua pihak untuk mematuhi

aturan yang ada dengan sebaik-

baiknya. Jangan sampai karena ada

oknum yang bersikap masa bodoh dan

mengabaikan Prokes jumlah kasus

nantinya jadi meningkat. Apabila hal itu

sampai terjadi, ada banyak pihak yang

akan dirugikan. Supaya hal itu tidak

terjadi, pihaknya meminta kepada pi-

hak-pihak terkait untuk bertindak

tegas,termasuk meminta wisatawan

untuk putar balik.

"Saya minta semua pihak untuk

bersabar sementara waktu. Para pela-

ku wisata di Yogya terutama destinasi

sebaiknya bekerjasama dengan

Satgas dan Satpol PP karena objek

wisata belum diperbolehkan untuk bu-

ka. Jadi kalau ada wisatawan yang

datang sebaiknya diminta putar balik,"

ungkapnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar)

DIY Singgih Raharjo memastikan selu-

ruh destinasi wisata di DIY masih tutup

sesuai dengan Ingub PPKM Level 4.

Sehingga dirinya sangat menya-

yangkan mulai banyak bus pariwisata

yang masuk ke DIY karena tidak ada

destinasi wisata yang buka saat ini.

" Kami sangat menyayangkan jika

ada yang melanggar Ingub tersebut,

baik masyarakat maupun wisatawan

itu sendiri. Kami paham masyarakat

atau wisatawan sudah jenuh di rumah

dan ingin refreshing, tapi memang

seluruh destinasi wisata di seluruh DIY

masih tutup dan tidak ada penjualan

tiket," tegasnya di Yogyakarta, Rabu

(1/9).

Singgih menyampaikan jika ada des-

tinasi wisata khususnya di pantai yang

ada pengunjungnya karena memang

tidak semua pintu ada portalnya yang

menjadi satu dengan jalan masuk un-

tuk masyarakat sekitar sehingga agak

sulit membedakan masyarakat sekitar

dengan wisatawan.

"Yang ingin saya tekankan adalah

harus mematuhi dan melaksanakan

protokol kesehatan dengan ketat serta

pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Dengan keduanya itu, kita akan bisa

dipercepat pembukaan wisata kembali

sehingga perlu gotong royong se-

muanya. Semakin protokol kesehatan

ketat dan kesadaran vaksinasinya ting-

gi maka pasti akan mempercepat pem-

bukaan pariwisata di DIY," tandasnya.

(Ria/Ira)-f
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